
a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri Nomor : 472· l l /2304/SJ, tanggal 06 Mei 
2013 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013, maka 
dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil di Kabupaten Lampung Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Ka bu paten Lampung Sela tan Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil di Kabupaten Lampung Selatan; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja 
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 3209}; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200 ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagairnana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5456); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5145); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
45, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3742); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737) 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, 
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4745); 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatata.n 
Sipil di Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 12) diubah sebagai berikut: 
Ketentuan dalarn Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga berbunyi 
sebagai beriku t : 

Pasal I 

PERATURAN DAERAH TENT.ANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHU?f 2012 TENT.ANG 
PENYELENGGARAA.N PENDAFTARAN PENDUDUK DAN 
PENCATATAll SIPIL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

MEMUTUSKA.R : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATE?f LAMPUNG SELATAN 

Dan 
BUPATI LAMPUNG SELATAN 

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA 

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; 

14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tenta.ng 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional; 

15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan; 

16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 28 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil di Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 
tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko 
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register 
Akta, dan Kutipan Akta Catatan Sipil; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Nornor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Larnpung Selatan Nornor 23 Tahun 2012, 
(Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Tahun 
2010 Nomor 231 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 23}; 

Menetapkan 



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINS! 
LAMPUNG: l/LS/2014 j- 

TAHUll 2014 NOMOR LEMBARAN DAE 

ATEN LAMPUNG SELATAX, 

RYCK 
Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal ~ V\ \? r ( L 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 3 a pri~L 2014 
BUPATI LAMPUNG SE 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(1) Pencatatan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas 
waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) 
tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan 
ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran 
setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas; 

(2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran berlaku 
ketentuan mengenai tata cara pencatatan sehagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

(3) Pelaporan kelahiran yang melarnpaui batas waktu 1 
(satu] tahun, pencatatannya tidak lagi memerlukan 
Penetapan Pengadilan Negeri, tetapi langsung diproses 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

(4) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran berlaku 
ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

Pasal 18 

Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle




